
https://jdih.kpu.go.id/bali/badung 

 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BADUNG 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 134 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN 

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan 

Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan 

dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih; 

  b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 

207/PK.01-BA/5103/2/2025 tanggal 24 November 2025;  

  c.  bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang 

berintegritas, profesional, serta berpedoman pada prinsip-

prinsip etik penyelenggara pemilu, diperlukan 

pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kode etik kepada 

seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Badung dengan menghadirkan narasumber yang memiliki 

kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang 

hukum pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, dan tata 

kelola kelembagaan sehingga perlu dilakukan penunjukan 
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dan penetapan narasumber melalui Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Badung; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Badung tentang Penunjukan dan Penetapan 

Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Badung. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 



- 3 - 

 

https://jdih.kpu.go.id/bali/badung 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 

tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 

  4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, 

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu; 

  5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); 

  6.  Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara 

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

692); 

  7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377);  

 8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1160); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BADUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN 

NARASUMBER DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN 

PEMBINAAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG. 

KESATU : Sumber daya manusia sebagai berikut: 

a. Nama : Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP., MA 

 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d) 

 NIP : 197705242008121003 

 Jabatan : Tim Pemeriksa Daerah Bali  

b. Nama : Ngakan Made Giriyasa 

 Jabatan : Ketua Komite Independen Pemantau 

Pemilu (KIPP) Provinsi Bali 

ditetapkan sebagai Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi dan 

Pembinaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Badung. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BADUNG  

Kepala Sub. Bagian Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat, 
  

  
  
 Ni Made Sumawati 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan 

ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025 

Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2025. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 8 Desember 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BADUNG, 

 

         ttd. 

 

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA 

 

 

 


